
 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

        Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan
ketentuan Pasal 127 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilaksanakan evaluasi Qanun Kabupaten Pidie
Jaya Nomor 1 Tahun 2024  tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten yang berfokus
pada muatan yang tercantum dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

      Berdasarkan hasil evaluasi Qanun yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan
melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri melalui
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, terdapat beberapa materi pengaturan yang perlu
dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Hasil evaluasi Qanun dimaksud sebagaimana matriks
terlampir.

        Sesuai Pasal 128 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Bupati Pidie Jaya
bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya melalui Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Pidie Jaya wajib menindaklanjuti rekomendasi dimaksud dengan melakukan
perubahan qanun paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat ini.
Dalam hal rekomendasi tidak ditindaklanjuti, maka Menteri yang menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi kepada Menteri yang
menyelenggarakan Urusan Keuangan Negara untuk memberikan sanksi kepada Bupati Pidie
Jaya sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan.

        Sebagai informasi disampaikan bahwa Ditjen Bina Keuangan Daerah tidak memungut biaya
apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak
menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai Ditjen Bina Keuangan
Daerah.

        

Nomor : 900.1.13.1/786/Keuda
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas 
Hal : Hasil Evaluasi Qanun Kabupaten Pidie Jaya

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak
Kabupaten dan Retribusi Kabupaten

Yth. Bupati Pidie Jaya

24 Februari 2025

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.



 

         Demikian untuk menjadi maklum.

a.n.Menteri Dalam Negeri

 
Direktur Jenderal Bina Keuangan
Daerah,
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
 
Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si
Pembina Utama (IV/e)
NIP 197206061992031012

Tembusan: 
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan;
4. Gubernur Aceh;
5. Ketua DPRK Pidie Jaya .



 

HASIL EVALUASI 

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK KABUPATEN DAN 

RETRIBUSI KABUPATEN 

 

No. PERATURAN DAERAH HASIL EVALUASI KEMENDAGRI 
HASIL EVALUASI 

KEMENKEU 
ALASAN/PERTIMBANGAN 

1.  
 
 
Pasal 24 
 
(2) Dikecualikan dari jasa 

penyediaan tempat parkir 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: 
a. jasa tempat parkir 

yang 
diselenggarakan oleh 
Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi, 
dan Pemerintah 
Kabupaten kecuali 
perangkat daerah 
yang sudah 
menerapkan pola 
keuangan BLUD; 

 

 
 
 
Sempurnakan menjadi:  
 
Pasal 24 
(2) Dikecualikan dari jasa 

penyediaan tempat parkir 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: 

       jasa tempat parkir yang  
diselenggarakan oleh 
Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah, 

Terdapat beberapa 
ketidaksesuaian dalam Perda 
diantaranya sebagai berikut: 
Terdapat kesalahan 
pengecualian dari jasa 
penyediaan tempat parkir yang 
terdapat pada pasal 24 ayat (2) 
huruf a. 

 
 
 
Disesuaikan dengan pasal 54 
ayat (2) huruf a Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022. 

2. Pasal 25  
(1) Jasa Kesenian dan 

Hiburan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 
huruf e meliputi: 
k. panti pijat, pijat refleksi, 

dan bekam;  

Disempurnakan menjadi: 
Pasal 25 
(1) Jasa Kesenian dan Hiburan 

sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 20 huruf e meliputi: 
k. panti pijat, pijat refleksi,  

Menetapkan bekam sebagai 
objek PBJT atas jasa kesenian 
dan hiburan. 
 

Menghapus “bekam” sesuai 
dengan pasal 55 ayat (1) huruf 
k Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022. 



 

3. Pasal 64 
(1) Subjek pajak untuk Opsen 

PKB sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 63 
huruf a yakni orang 
pribadi atau Badan yang 
memiliki dan/atau 
menguasi kendaraan 
bermotor. 

(2) Subjek pajak untuk Opsen 
BBNKB sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 63 
huruf b yakni orang 
pribadi atau Badan yang 
menerima penyerahan 
kendaraan bermotor. 

 

Menghapus Pasal 64 ayat (1) dan 
(2) dari Qanun Nomor 1 Tahun 2024  

Menetapkan subjek pajak untuk 
opsen PKB dan opsen BBNKB. 

Sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022. 

4.  
Pasal 17 
 
Besaran pokok BPHTB yang 
terutang dihitung dengan 
cara mengalikan tarif 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 dengan 
dasar pengenaan pajak 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 ayat (1) 
setelah dikurangi Nilai 
Perolehan Objek Pajak Tidak 
Kena Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 
ayat (4). 

Sempurnakan menjadi: 
Pasal 17 
 
Besaran pokok BPHTB yang 
terutang dihitung dengan cara 
mengalikan tarif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 dengan 
dasar pengenaan pajak 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi 
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak 
Kena Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) 
dan ayat (5). 

 
 
 
Nomenklatur besaran pokok 
BPHTB pada pasal 17 masih 
belum sempurna karena masih 
belum memuat NPOPTKP atas 
perolehan hak karena hibah 
wasiat atau waris sebagai 
pengurang. 
 

Sebagaimana ketentuan Pasal 
48 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022. 

5.   Masih banyak terdapat 
penggunaan kata 'yakni’ yang 

Sempurnakan sesuai 
rekomendasi Kemenkeu. 



 

dinilai kurang tepat digunakan 
dalam rumusan Perda. 
 

6. 
 

Pasal 74 
Tarif Opsen BBNKB 
ditetapkan sebesar 66% 
(enam puluh enam persen) 
 
Pasal 75  
Tarif Opsen BBNKB 
ditetapkan sebesar 66% 
(enam puluh enam persen) 
 

Menghapus salah satu Pasal 74 
atau Pasal 75. 

Penetapan tarif opsen BBNKB 
yang berulang. 
 

Sesuai Pasal 83 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022. 

7.  Pasal 76  
Besaran pokok Opsen 
BBNKB yang terutang 
dihitung dengan cara 
mengalikan dasar 
pengenaan Opsen BBNKB 
dengan tariff Opsen BBNKB 

Hapus Pasal 76 

Tidak adanya penetapan 
besaran pokok opsen BBNKB. 
 

Sesuai Pasal 84 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 

8. Pasal 84 
 
(1) Pelayanan kebersihan 

sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 80 ayat (1) 
huruf b merupakan 
pelayanan kebersihan 
diselenggarakan oleh 
Pemerintah Kabupaten 
meliputi: 

     c. Pembuangan sendiri 
oleh subjek retribusi ke 
tempat pembuangan 
akhir; 
 

Sempurnakan Pasal 84 ayat (1) 
huruf c menjadi: 
c. Penyediaan lokasi pembuangan 

atau pengolahan atau 
pemusnahan akhir sampah 

 
Jenis layanan kebersihan yang 
terdapat dalam pasal 84 ayat (1) 
huruf c yang belum tepat. 
 

Sesuai Pasal 29 ayat (1) huruf 
c PP Nomor 35 Tahun 2023. 

 



 

LAMPIRAN 

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK KABUPATEN DAN 

RETRIBUSI KABUPATEN 

 

No. 
PERATURAN DAERAH HASIL EVALUASI KEMENDAGRI 

HASIL EVALUASI 

KEMENKEU 
ALASAN/PERTIMBANGAN 

1.  
 
 
 
 
 
 

a. Lampiran I Struktur dan 
Besar Tarif Retribusi 
Jasa Umum 
I. Retribusi Pelayanan 

Kesehatan 
B. Tarif Layanan 

BLUD RSUD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

a. Hapus pelayanan pendaftaran, 
medical record, penerbitan 
surat-menyurat, surat 
keterangan dan pelayanan 
lainnya yang secara umum 
bersifat penatausahaan pada 
Retribusi Jasa Umum atas 
Pelayanan Kesehatan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masih terdapat jenis pelayanan 
yang seharusnya tidak dapat 
dipungut retribusi (bukan 
merupakan objek retribusi) 
namun masih ditetepkan tarifnya 
antara lain: 
 
a. Pelayanan pendaftaran, 

medical record, penerbitan 
surat-menyurat, surat 
keterangan dan pelayanan 
lainnya yang secara umum 
bersifat penatausahaan pada 
Retribusi Jasa Umum atas 
Pelayanan Kesehatan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sesuai ketentuan Pasal 28 
PP 35 Tahun 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

No. 
PERATURAN DAERAH HASIL EVALUASI KEMENDAGRI 

HASIL EVALUASI 

KEMENKEU 
ALASAN/PERTIMBANGAN 

 

b. Lampiran I Struktur dan 
Besar Tarif Retribusi 
Jasa Umum 
I. Retribusi Pelayanan 

Kesehatan 
B. Tarif Layanan 

BLUD RSUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b. Hapus praktik kerja, magang, 

studi banding, pelatihan, 
penelitian, seminar, workshop, 
narasumber, tenaga 
pengajar/fasilitator/instruktur 
dan hal-hal sejenis lainnya pada 
Retribusi Jasa Umum atas 
Pelayanan Kesehatan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b. Praktik kerja, magang, studi 

banding, pelatihan, 
penelitian, seminar, 
workshop, narasumber, 
tenaga 
pengajar/fasilitator/instruktur 
dan hal-hal sejenis lainnya 
pada Retribusi Jasa Umum 
atas Pelayanan Kesehatan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bukan merupakan objek 
retribusi.  
Disarankan masuk ke APBD 
pada post lain-lain PAD yang 
sah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

No. 
PERATURAN DAERAH HASIL EVALUASI KEMENDAGRI 

HASIL EVALUASI 

KEMENKEU 
ALASAN/PERTIMBANGAN 

 
 
c. Lampiran II Struktur dan 

Besar Tarif Retribusi 
Jasa Umum 
I. Penyediaan Tempat 

Kegiatan Usaha  
c. retribusi Pengujian 

KIR Laboratorium 
Dinas Perhubungan  

 

 

 
 
c. Hapus Pengujian kendaraan 

bermotor. 
 

 
 

c. Pengujian kendaraan 
bermotor. 

 
 
Pengujian Kendaraan 
Bermotor bukan objek 
retribusi lagi namun 
pelayanan kepada 
masyarakat tetap diberikan 
tanpa ada pungutan. 

2.  
Lampiran III 
Struktur dan Besar tarif 
Retribusi Perizinan Tertentu 
I. Retribusi Persetujuan 

Bangunan Gedung 
 

sempurnakan menjadi: 
“Lampiran III 
Struktur dan Besar tarif Retribusi 
Perizinan Tertentu 
A. Standar Harga Satuan 

Tertinggi (SHST) 
SHST diperoleh secara 
tersistemasi melalui aplikasi 
Perhitungan Standar Harga 

Nominal definitif Standar Harga 
Satuan Tertinggi (SHST) dan 
Harga Satuan Retribusi 
Prasarana Bangunan 
Gedung/Tabel Harga Satuan 
dan Indeks Prasarana Bangunan 
Gedung tidak diatur dalam 
Perda, yang seharusnya 

Nominal definitif Standar 
Harga Satuan Tertinggi 
(SHST) dan Harga Satuan 
Retribusi Prasarana 
Bangunan Gedung/Tabel 
Harga Satuan dan Indeks 
Prasarana Bangunan 
Gedung harus 



 

No. 
PERATURAN DAERAH HASIL EVALUASI KEMENDAGRI 

HASIL EVALUASI 

KEMENKEU 
ALASAN/PERTIMBANGAN 

A. Standar Harga 
Satuan Tertinggi 
(SHST) 
SHST diperoleh 
secara tersistemasi 
melalui aplikasi 
Perhitungan Standar 
Harga Satuan 
Tertinggi yang 
disediakan oleh 
Kementerian 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat.  
Standar Harga 
Satuan Tertinggi 
(SHST) ditetapkan 
dengan Keputusan 
Bupati. 

 

Satuan Tertinggi yang 
disediakan oleh Kementerian 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat.  
Standar Harga Satuan 
Tertinggi (SHST) ditetapkan 
sebesar Rp……….” 
(cantumkan nominal 
Rupiahnya). 

ditetapkan/dicantumkan pertama 
kali dalam Perda. 

ditetapkan/dicantumkan 
pertama kali dalam Perda. 

3. Lampiran I Struktur dan 
Besar Tarif Retribusi Jasa 
Umum 
I. Retribusi Pelayanan 

Kesehatan 

Tetapkan tarif untuk pelayanan 
dokter pada Retribusi Jasa Umum 
atas Pelayanan Kesehatan tidak 
dibedakan per kelas perawatan. 
Pemda membedakan tarif 
berdasarkan jenis dokter/perawat 
(spesialis, umum, dsb) dan sarana 
pelayanan kesehatan yang 
disediakan. 
 

Penetapan tarif untuk pelayanan 
dokter pada Retribusi Jasa 
Umum atas Pelayanan 
Kesehatan seharusnya tidak 
dibedakan per kelas perawatan. 
Pemda dapat membedakan tarif 
berdasarkan jenis 
dokter/perawat (spesialis, 
umum, dsb) dan sarana 
pelayanan kesehatan yang 
disediakan. 
 

Sesuai ketentuan UU nomor 
1 Tahun 2022 dan PP Nomor 
35 Tahun 2023. 



 

No. 
PERATURAN DAERAH HASIL EVALUASI KEMENDAGRI 

HASIL EVALUASI 

KEMENKEU 
ALASAN/PERTIMBANGAN 

B. Tarif Layanan BLUD 

RSUD 
 
 

4.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Masih terdapat detail rincian 
layanan yang ditempatkan pada 
jenis layanan dan/atau jenis 
retribusi yang kurang 
tepat/belum sesuai, antara lain: 

 
 
 
 
 



 

No. 
PERATURAN DAERAH HASIL EVALUASI KEMENDAGRI 

HASIL EVALUASI 

KEMENKEU 
ALASAN/PERTIMBANGAN 

a. Lampiran I Struktur dan 
Besar Tarif Retribusi 
Jasa Umum 
I. Retribusi Pelayanan 

Kesehatan 
B. Tarif Layanan 

BLUD RSUD 

 
b. Lampiran I Struktur dan 

Besar Tarif Retribusi 
Jasa Umum 
I. Retribusi Pelayanan 

Kesehatan 

a. Pemakaian aset RSUD berupa 
perlengkapan laboratorium, alat-
alat kesehatan, tempat/aula 
pada pelayanan kesehatan 
merupakan objek Retribusi Jasa 
Usaha di pelayanan 
pemanfaatan aset daerah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b. Pelayanan kesehatan hewan 

ternak yang dilakukan dalam 
rangkaian proses pemotongan 
di Rumah Potong Hewan 
menjadi satu kesatuan di 
Retribusi Jasa Usaha atas 
pelayanan rumah pemotongan 
hewan ternak. 
 
 
 
 
 
 
 

a. Pemakaian aset RSUD 
berupa perlengkapan 
laboratorium, alat-alat 
kesehatan, tempat/aula 
pada pelayanan kesehatan 
merupakan objek Retribusi 
Jasa Usaha di pelayanan 
pemanfaatan aset daerah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Pelayanan kesehatan 

hewan ternak yang 
dilakukan dalam rangkaian 
proses pemotongan di 
Rumah Potong Hewan 
seharusnya menjadi satu 
kesatuan di Retribusi Jasa 
Usaha atas pelayanan 
rumah pemotongan hewan 
ternak. 
 
 
 
 
 

a. Sesuai ketentuan Pasal 
34 ayat (1) huruf j PP 
Nomor 35 Tahun 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Sesuai ketentuan Pasal 

34 ayat (1) huruf e PP 
Nomor 35 Tahun 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

No. 
PERATURAN DAERAH HASIL EVALUASI KEMENDAGRI 

HASIL EVALUASI 

KEMENKEU 
ALASAN/PERTIMBANGAN 

C. Pelayanan 
Kesehatan 
Hewan/Ternak 

 
c. Lampiran II Struktur dan 

Besar Tarif Retribusi 
Jasa Usaha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
c. Jenis pelayanan kendaraan 

pada pelayanan tempat 
rekreasi, pariwisata, dan 
olahraga apabila yang 
dimaksudkan adalah jasa parkir 
maka ditempatkan di layanan 
penyediaan tempat khusus 
parkir di luar badan jalan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Jenis pelayanan kendaraan 
pada pelayanan tempat 
rekreasi, pariwisata, dan 
olahraga apabila yang 
dimaksudkan adalah jasa 
parkir maka seharusnya 
ditempatkan di layanan 
penyediaan tempat khusus 
parkir di luar badan jalan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Sesuai ketentuan Pasal 

34 ayat (1) huruf c PP 
Nomor 35 Tahun 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

No. 
PERATURAN DAERAH HASIL EVALUASI KEMENDAGRI 

HASIL EVALUASI 

KEMENKEU 
ALASAN/PERTIMBANGAN 

V. Retribusi Pelayanan 
Tempat Rekreasi, 
Pariwisata dan 
Olahraga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

No. 
PERATURAN DAERAH HASIL EVALUASI KEMENDAGRI 

HASIL EVALUASI 

KEMENKEU 
ALASAN/PERTIMBANGAN 

 
 

d. Lampiran II Struktur dan 
Besar Tarif Retribusi 
Jasa Usaha 
VI. Retribusi Pemakaian 

Aset Daerah 
A. Pemakaian Tanah 

Aset Daerah  
dst. 
 

e. Lampiran II Struktur dan 
Besar Tarif Retribusi 
Jasa Usaha 
VI. Retribusi Pemakaian 

Aset Daerah 
A. Pemakaian Tanah 

Aset Daerah 
dst. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

d. Pemakaian tanah/ tempat/ 
gedung/toko yang digunakan 
untuk kegiatan usaha dalam 
pelayanan pemanfaatan aset 
daerah di tempatkan di 
Pelayanan Penyediaan Tempat 
Kegiatan Usaha. 

 
 
e. Untuk pemakaian tanah/ 

lapangan/gedung/GOR dalam 
pelayanan pemanfaatan aset 
daerah yang dimanfaatkan 
untuk kegiatan olahraga di 
tempatkan pada Pelayanan 
Tempat Rekreasi, Pariwisata, 
dan Olahraga 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Pemakaian tanah/ tempat/ 
gedung/toko yang 
digunakan untuk kegiatan 
usaha dalam pelayanan 
pemanfaatan aset daerah 
seharusnya di tempatkan di 
Pelayanan Penyediaan 
Tempat Kegiatan Usaha. 
 

e. Untuk pemakaian tanah/ 
lapangan/gedung/GOR 
dalam pelayanan 
pemanfaatan aset daerah 
yang dimanfaatkan untuk 
kegiatan olahraga 
seharusnya di tempatkan 
pada ke Pelayanan Tempat 
Rekreasi, Pariwisata, dan 
Olahraga. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. Sesuai ketentuan Pasal 

34 ayat (1) huruf a PP 
Nomor 35 Tahun 2023. 

 
 
 
 
 
 
e. Sesuai ketentuan Pasal 

34 ayat (1)  huruf g PP 
Nomor 35 Tahun 2023. 

 
 
 
 
 
 
 



 

No. 
PERATURAN DAERAH HASIL EVALUASI KEMENDAGRI 

HASIL EVALUASI 

KEMENKEU 
ALASAN/PERTIMBANGAN 

f. Lampiran II 
Struktur dan Besar Tarif 

Retribusi Jasa Usaha 
VI. Retribusi Pemakaian 

Aset Daerah 
A. Pemakaian Tanah 

Aset Daerah 
dst. 

 
 

f. Pemakaian gedung/bangunan 
yang dimanfaatkan untuk 
penginapan dan sejenisnya 
dalam pelayanan pemanfaatan 
aset daerah di tempatkan pada 
Pelayanan Penyediaan Tempat 
Penginapan atau Pesanggrahan 
atau Villa. 

 
 
 

f. Pemakaian 
gedung/bangunan yang 
dimanfaatkan untuk 
penginapan dan sejenisnya 
dalam pelayanan 
pemanfaatan aset daerah 
seharusnya di tempatkan 
pada Pelayanan 
Penyediaan Tempat 
Penginapan atau 
Pesanggrahan atau Villa.  

f. Sesuai ketentuan Pasal 
34 ayat (1) huruf d PP 
Nomor 35 Tahun 2023. 

5. Lampiran III Struktur dan 
Besar Tarif Retribusi 
Perizinan Tertentu 
I. Retribusi Persetujuan 

Bangunan Gedung   
E. Koefisien Jumlah 

Lantai 
 

 

 

Tabel koefisien jumlah lantai belum 
sempurna dan belum dilengkapi 
rumus koefisien ketinggian BG. 
 

Tabel koefisien jumlah lantai 
belum sempurna dan belum 
dilengkapi rumus koefisien 
ketinggian BG. 
 

Sesuai ketentuan UU Nomor 
1 Tahun 2022, PP Nomor 35 
Tahun 2023, dan PP Nomor 
16 Tahun 2021. 

6. 
 

Belum tercantum detail 
rumus/formula dan cara 
perhitungan tarif Retribusi 
atas Pelayanan PBG pada 
lampiran. 

Cantumkan detail rumus/formula 
dan cara perhitungan tarif Retribusi 
atas Pelayanan PBG pada 
lampiran. 

Tidak ada detail rumus/formula 
dan cara perhitungan tarif 
Retribusi atas Pelayanan PBG 
pada lampiran. 

Sesuaikan dengan Undang-
Undan Nomor 1 Tahun 2022, 
PP Nomor 35 tahun 2023, 
dan PP 16 Tahun 2021. 
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